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	1. Definisi Istilah 
	1) Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 
2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 
3) Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 
6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 
7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 
8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 
10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
11) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 
12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
13) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 
14) Penjenjangan kualifikasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk:

a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;

b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.
15) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

16) Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. 

17) Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. 

18) Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. 

19) Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. 
20) Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 

21) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
22) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 
23) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. 
24) Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. 
25) Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan mengembangkan pendekatan tertentu, yang dilandasai oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 
26) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 
27) Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai instrinsik kemanusiaan. 
28) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
29) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

30) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
31) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiwa. 
32) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi 

33) Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi 
34) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 
35) Program  Studi  adalah  kesatuan  kegiatan  pendidikan  dan  pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan  akademik,  pendidikan  profesi, dan/atau  pendidikan vokasi. 


	2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan 
	Mengingat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam SNP digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, maka terdapat beberapa faktor penting yang menjadi alasan penetapan SKL, yaitu:
1) Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan 
a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN, antara lain:
Pasal 1, angka (1): “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pasal 1, angka (2): “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Pasal 1, angka (4): “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan”.

Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.
Pasal 4 ayat (2): “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna”.

Pasal 4 ayat (3): “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.

Pasal 4 ayat (4): “Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”.

Pasal 4 ayat (5): “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi setiap warga masyarakat”.

Pasal 4 ayat (6): “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”.

Pasal 25 ayat (1): “Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi”.
b) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, antara lain:
Pasal 1 angka (1): “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pasal 3: “Pendidikan tinggi berasaskan: (a) kebenaran ilmiah; (b) penalaran: (c) kejujuran; (d) keadilan; (e) manfaat; (f) kebajikan; (g) tanggung jawab; (h) kebhinekaan; dan (i) keterjangkauan”.

Pasal 4: “Pendidikan tinggi berfungsi: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora”.

Pasal 5: “Pendidikan tinggi bertujuan: (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pasal 6: “Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: (a) pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; (c) pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika; (d) pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; (e) keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran; (f) pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; (g) kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa; (h) satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (i) keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi; dan (j) pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi”.
Pasal 13 ayat (4): “Mahasiswa berhak mendapat layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya”.
Pasal 58 ayat (1): “Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran: (a) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; (b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (c) pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (e) pusat pengembangan peradaban bangsa”.
c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, antara lain:
Pasal 3 ayat (1): “Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan”. 
d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, antara lain:
Pasal 2 ayat (1): “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi”.
Pasal 1 ayat (1): “Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi”.
Pasal 1 ayat (5): “Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja”.
Pasal 1 ayat (6): “Capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi”.
Pasal 4 ayat (1): “Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL)”.
Pasal 4 ayat (2): “RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk: (a) mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat; (b) mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai dasar pemberian gelar yang setara; dan (c) mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen”.
Pasal 10 ayat (4): “Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi: (a) setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang; (b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan (c) setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi”.
e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain:
Pasal 3: “Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: (a) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; (b) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan (c) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan”.
Pasal 4: “Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 84 ayat (1): “Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan: (a) dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; (b) dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan (c) dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat”.
Pasal 84 ayat (2): “Pendidikan tinggi bertujuan: (1) membentuk insan yang: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (b)  sehat, berilmu, dan cakap; (c) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta (d) toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. (b) menghasilkan  produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan”. 

Pasal 96 ayat (1): “Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan”. 

Pasal 96 ayat (2): “Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan”.
Pasal 97 ayat (1): “Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi”.

Pasal 97 ayat (2): “Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan”.

Pasal 97 ayat (3): “Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (c) kemampuan dan keterampilan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya”.
f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi, antara lain:
Pasal 8 ayat (1): “Perguruan tinggi wajib melaporkan penyelenggaran uji kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi”.
g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, antara lain:
Pasal 1 ayat (1): “ljazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Pasal 1 ayat (2): “Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya”.

Pasal 1 ayat (3): “Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspesialis atau sebutan lain yang sejenis”.

Pasal 1 ayat (4): “Surat Keterangan Pendamping ljazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar”.

Pasal 1 ayat (5): “Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi”.
Pasal 2 ayat (1): “Penerbitan ljazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran”

Pasal 2 ayat (2): “Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja”.
Pasal 2 ayat (3): “Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan menjalankan praktik profesi”.

Pasal 3: “Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas”.

Pasal 4: “Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
2) Terkait dengan Nilai Dasar yang Dianut UNTAG Samarinda
Penetapan SKL harus dilandasi oleh nilai dasar yang dianut UNTAG Samarinda, yaitu:

a) Profesionalisme (professionalism)
Dengan prinsip ini, setiap penyelenggara tanggung jawab dituntut melakukan tugas dan fungsinya dengan cakap, tekun, penuh tanggung jawab, dan berorentasi pencapaian kinerja paling optimal. Profesionalisme merupakan kata kunci yang mesti dipegang setiap orang pada perannya masing-masing untuk mampu mewujudkan  dan menyelenggarakan setiap tugasnya dengan baik dan optimal dengan pencapaian target kerja baik di unit kerja masing-masing dan tingkat Universitas.

b) Kesejawatan (collegialism)
Prinsip ini menyiratkan bahwa rasa kebersamaan dalam sebuah kesatuan langkah untuk mencapai tujuan institusi mesti tumbuh pada setiap orang ketika masing-masing menyelenggarakan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Adanya rasa kesejawatan ini akan menjamin bahwa setiap peran yang dimainkan oleh masing-masing individu pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pada diri setiap orang akan tumbuh rasa saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

c) Keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan (openness, honesty, and trustworthiness) penyelenggaraan program yang dirancang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait, akses terhadap informasi yang diperlukan dibuka agar memungkinkan terjadinya kontrol yang baik. Dengan demikian akan menumbuhkan sikap jujur dari semua pihak dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Cara seperti ini akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan.
d) Keberimbangan (proportionateness)
Fokus kebijakan, program, dan aktivitas, dibuat secara berimbang dengan memperhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan eksternal, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, keberimbangan juga terkait dengan pengembangan infrastruktur kampus, pengembangan unit akademik dan non-akademik, maupun pengembangan sumber daya manusia bidang akademik dan non-akademik.
3) Terkait dengan Visi, Misi, dan Tujuan UNTAG Samarinda
Penetapan SKL harus dilandasi oleh Visi, Misi, dan Tujuan UNTAG Samarinda, yaitu:
a) Visi: 
Menjadi Universitas unggul, mandiri  dan berjiwa kebangsaan.
b) Misi: 
1. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing  sesuai kebutuhan stakeholder.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.

3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
c) Tujuan: 
1. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;

2. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.

3. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
4) Terkait dengan Hasil Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Penetapan SKL perlu dilandasi oleh Hasil Analisis SWOT oleh setiap Unit Kerja yang terkait langsung dengan Bidang Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis untuk merumuskan strategi:
a) UNTAG Samarinda memanfaatkan kekuatan-kekuatannya untuk menangkap peluang-peluang yang dimilikinya.
b) UNTAG Samarinda memanfaatkan kekuatan-kekuatannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada.

c) UNTAG Samarinda memanfaatkan kelemahan-kelemahannya untuk menangkap peluang-peluang yang dimilikinya.

d) UNTAG Samarinda memanfaatkan kelemahan-kelemahannya untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada.

5) Terkait dengan Telaah melalui Hasil Studi Pelacakan Lulusan dan/atau Need Assessment terhadap Pengguna Lulusan UNTAG Samarinda
Penetapan SKL dilandasi oleh telaah melalui Hasil Studi Pelacakan Lulusan dan/atau Need Assessment terhadap pengguna lulusan UNTAG Samarinda yang tersebar di berbagai bidang.
Penetapan ini dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja yang terkait langsung dengan Bidang Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
6) Terkait dengan Telaah melalui Benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran
Penetapan SKL perlu dilandasi oleh hasil studi banding ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang Narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti.
Penetapan ini dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja yang terkait dengan Bidang Akademik dan Non Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
7) Terkait dengan Telaah melalui Penyelenggaraan Pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal UNTAG Samarinda. 
Terkait dengan telaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal UNTAG Samarinda sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan SKL, maka penetapan SKL dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja Bidang Akademik dan Non Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
8) Terkait dengan Telaah perumusan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam SKL, baik pada aras UNTAG Samarinda maupun aras Unit Pengelola Program Studi. 
Penetapan SKL dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja Bidang Akademik dan Non Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
9) Terkait dengan Telaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal UNTAG Samarinda
Terkait dengan telaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan Internal dan Eksternal UNTAG Samarinda untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan SKL tersebut, maka penetapan SKL dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja Bidang Akademik dan Non Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
10) Terkait dengan Perbaikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan SKL. 
Terkait dengan Perbaikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan SKL, maka penetapan SKL dapat ditelaah oleh setiap Unit Kerja Bidang Akademik dan Non Akademik, serta oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.
11) Terkait dengan Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui Purek Bidang Akademik untuk merumuskan SKL. 
Terkait dengan Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui Purek Bidang Akademik untuk merumuskan SKL, maka dapat dibentuk sebuah Tim yang dapat beranggotakan semua pejabat struktural atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); atau LPM sebagai koordinator atau fasilitator perumusan SKL dengan bantuan semua Unit Kerja di UNTAG Samarinda sesuai domain/bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di Unit Kerja tersebut. 

12) Terkait dengan Penetapan SKL oleh Rektor UNTAG Samarinda 
Penetapan SKL harus disetujui dan disahkan oleh Rektor UNTAG Samarinda untuk dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh setiap Unit Kerja Bidang Akademik maupun Bidang Non Akademik, khususnya oleh Pengelola Program Studi maupun Forum Program Studi sejenis.


	3. Pernyataan Isi SKL

	Pernyataan SKL harus memenuhi unsur A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
· Audience: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar;
· Behaviour: apa yang harus dilakukan, diukur atau dicapai atau dibuktikan;
· Competence: kompetensi atau kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai;
· Degree: tingkat atau periode atau frekuensi atau waktu.
Pernyataan SKL yang dapat memenuhi unsur A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) adalah:
“Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik melaksanakan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja peserta didik dalam menyelesaikan proses belajar agar tercapai peningkatan sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab Lulusan UNTAG Samarinda paling lambat tahun ajaran 2016/2017”.



	4. Strategi Pencapaian SKL 

	Strategi pernyataan SKL di atas dicapai melalui strategi Manajemen Kendali Mutu, yaitu:
1) Quality first, yaitu semua pikiran dan tindakan Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik harus memprioritaskan mutu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja peserta didik dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak, agar tercapai peningkatan sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum Lulusan UNTAG Samarinda.
2) Stakeholder‐in, yaitu semua pikiran dan tindakan Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik harus ditujukan pada kepuasan stakeholders (internal dan eksternal UNTAG Samarinda) terkait sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum Lulusan UNTAG Samarinda.
3) The next process is our stakeholders, yaitu setiap Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik harus menganggap pihak atau orang lain yang menggunakan Lulusannya sebagai stakeholders yang harus dipuaskan.
4) Speak with data, yaitu setiap pengambilan keputusan atau kebijakan Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik dalam proses peningkatan sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5) Upstream management, yaitu setiap pengambilan keputusan atau kebijakan Pengelola dan Pelaksana Bidang Akademik dalam proses peningkatan sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.


	5. Indikator Pencapaian SKL 

	1. Ukuran Capaian Pembelajaran (CP) SKL

Indikator pencapaian Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Lihat Gambar 1)
·  Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 
·  Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 
·  Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 

· Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 
· Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 
Gambar 1: Deskripsi Capaian Pembelajaran 
Lulusan Program Studi
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Parameter CP SKL adalah sebagaimana diuraikan Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 : Parameter CP
PARMETER CP
Sikap
· Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. 

· Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri UNTAG Samarinda pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.

(Lihat Tabel 2)
Keterampilan

Umum
· Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. 

· Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri UNTAG Samarinda pada lulusan.

(Lihat Tabel 3)
Keterampilan

Khusus
· Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi atau proses dalam mencapai hasil tersebut. 

· Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNI menurut jenis dan jenjang pendidikan (Lihat Tabel 4). 

· Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

Pengetahuan
· Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang atau cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. 

· Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI (Lihat Tabel 5) 

· Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

Tabel 2: Kata Kunci Sikap Dalam SN DIKTI
Level

Kualifikasi
Kata Kunci Sikap Dalam SN DIKTI
Program
6
· Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

· Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

· Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;

· Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

· Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, & kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

· Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

· Taat hukum dan disiplin dalam kehi-dupan bermasyarakat dan bernegara;
· Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
· Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

· Menginternalisasi semangat kemandi-rian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Sarjana
Catatan: Penambahan pada unsur Sikap dimungkinkan bagi Prodi untuk menambahkan ciri UNTAG Samarinda pada lulusan atau bagi Prodi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
Tabel 3: Kata Kunci Tingkat Keterampilan Umum 
Dalam SN DIKTI
Level

Kualifikasi
Kata Kunci Tingkat

Keterampilan Umum
Program
6

Program Sarjana:
1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4) mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6) mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

7) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9) mampu mendokumentasikan, menyim-pan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Sarjana 
Catatan: Penambahan pada unsur Keterampilan Umum dimungkinkan bagi Prodi untuk menambahkan ciri UNTAG Samarinda pada lulusan.
Tabel 4: Kata Kunci Tingkat Kemampuan Kerja (Keterampilan Khusus) Dalam Deskripsi KKNI
Level

Kualifikasi
Kata Kunci Tingkat

Kemampuan Kerja
Program
6

Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyele-saikan masalah.

Sarjana

Tabel 5: Kata Kunci Tingkat Penguasaan Pengetahuan Sesuai Standar Isi Pembelajaran Dalam SN DIKTI
Level

Kualifikasi
Kata Kunci Tingkat

Kemampuan Kerja
Program
6

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Sarjana
Catatan: tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
Catatan: Fungsi dan Format Perumusan CP

· Secara umum CP berfungsi sebagai:

a) Komponen kurikulum dan penera (alat ukur) kualitas lulusan;

b) Penciri spesifikasi program studi;

c) Ukuran level kualifikasi;

d) Rujukan untuk evaluasi kurikulum;

e) Rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan;

f) Pembanding capaian jenjang pendidikan;

g) Kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
· SKPI atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UNTAG Samarinda, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
· Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
· SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik.
· SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.
· Manfaat SKPI untuk Lulusan:
· Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negri dibandingkan dengan membaca transkrip;

· Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;

· Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.
· Deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). 
· CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.
· Karena sifatnya yang multifungsi, maka format deskripsi CP dapat beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.
· Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.
2) Cara Mengukur CP SKL

Cara mengukur CP SKL dilakukan melalui tahapan seperti pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2 : Proses Penyusunan CP
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Adapun cara mengukur CP SKL dilakukan melalui proses melalui tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok atau forum prodi sejenis (sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu), sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki oleh lulusannya.
b) Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara UNTAG Samarinda dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu kemampuan lulusan. Perumusan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN DIKTI.
c) Penentuan sejumlah kemampuan (CP) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Sedang yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu sepenuhnya pada (dikaji kesesuaian dengan) rumusan yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI.
d) Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Dengan langkah ini maka rumusan CP akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari lulusannya. Disamping itu, perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat juga harus dapat diakomodasikan sehingga turut mewarnai CP lulusan. Namun demikian, kekhasan CP suatu program studi berbasis kearifan lokal atau daerah masing-masing tidak dimunculkan di dalam CP lulusan program studi yang akan ditetapkan oleh Dirjen DIKTI karena akan digunakan sebagai acuan minimal secara nasional.
e) Mengingat deskripsi sikap dan keterampilan umum telah dinyatakan dalam lampiran SN DIKTI, maka pada bagian panduan ini dijelaskan bagaimana mekanisme untuk merumuskan sejumlah “keterampilan khusus”; yaitu kemampuan kerja yang terkait dengan bidang keahlian dan keilmuan tertentu.
f) Dalam menyusun “keterampilan khusus”, penyusun wajib melakukan analisis terhadap:

· masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus pada institusi nasional dan internasional;

· usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hukum penyelengara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan);

· kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional;

· rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan luar negeri;

· standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal pendidikan;

· probabililtas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah;

· perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

· perkembangan sistem pembelajaran baru.
g) Untuk dapat memilki sikap dan keterampilan umum sebagaimana dinyatakan pada lampiran SN DIKTI maupun ketrampilan khusus sebagaimana telah dirumuskan di atas, diperlukan pengetahuan atau keilmuan dengan tingkat keluasan serta kedalaman tertentu. Perumusan pengetahuan yang dikuasai dapat dilakukan dengan membuat daftar gugus keilmuan dan atau keahlian yang dipelajari pada program studi (sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu). Daftar tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan program studi tersebut.
h) Agar lulusan memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka rumusan CP lulusan harus dikaji kesetaraannya terhadap deskripsi CP dari KKNI, dan dikaji terhadap Standar Isi Pembelajaran dari SN DIKTI.
Penyusunan CP dapat dilihat dalam dua konteks, yakni pertama bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini penyusunan CP merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi. Kedua, bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum.
Pada program studi yang telah beroperasi, penyusunan CP dilakukan dalam konteks evaluasi dan pengembangan kurikulum, yaitu CP yang telah dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh lulusan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan. Penyesuaian terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut:

· Kelengkapan parameter deskripsi CP: yakni harus terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
· Sikap atau keterampilan umum: apakah diperlukan tambahan kemampuan di luar yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI, yang dapat memberi ciri bagi lulusannya.
· Keterampilan khusus:

· telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan apakah
· telah memilki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

· Pengetahuan:

· apakah sudah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan juga
· telah memiliki kesetaraan dengan rumusan tingkat keluasan dan kedalaman materi atau bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SN Dikti.
Catatan: Indikator Pengkajian CP

· Untuk mengkaji rumusan CP yang dihasilkan, beberapa indikator di bawah ini dapat dijadikan acuan:

· Kelengkapan unsur deskripsi.
· Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi:

· gradasi keterampilan khusus;

· gradasi penguasaan pengetahuan;

· Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian Prodi;
· Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
· Referensi program studi sejenis sebagai pembanding;
· Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca awam/pemangku kepentingan.

· Periode evaluasi CP dilaksanakan selaras dengan periode evaluasi kurikulum.
3) Target CP SKL
Target pencapaian CP SKL dirumuskan paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017. Secara lebih jelasnya:
a) Target penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi, dirumuskan paling lambat pada bulan Mei tahun 2016. 
b) Target penjabaran kemampuan dan keterlibatan dari pemangku kepentingan untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara UNTAG Samarinda dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya, dirumuskan paling lambat pada bulan Juni tahun 2016.
c) Target penentuan sejumlah kemampuan (CP), terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan, dirumuskan paling lambat pada bulan Juni tahun 2016. Sedang yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu sepenuhnya pada (dikaji kesesuaian dengan) rumusan yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI, dirumuskan paling lambat pada bulan September tahun 2016.
d) Target pembangunan kekhasan program studi untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah, dirumuskan paling lambat pada bulan November tahun 2016.
e) Target penyusunan mekanisme untuk merumuskan sejumlah “keterampilan khusus”, yaitu kemampuan kerja yang terkait dengan bidang keahlian dan keilmuan tertentu, dirumuskan paling lambat pada bulan Januari tahun 2017.
f) Target untuk dapat memilki sikap dan keterampilan umum yang memerlukan pengetahuan atau keilmuan dengan tingkat keluasan serta kedalaman tertentu, dirumuskan paling lambat pada bulan Maret tahun 2017.
g) Target rumusan CP lulusan yang dikaji kesetaraannya terhadap deskripsi CP dari KKNI, dan dikaji terhadap Standar Isi Pembelajaran dari SN DIKTI, dirumuskan paling lambat pada bulan Pebruari Mei 2017.

	6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan SKL

	1) Pengelola UNTAG Samarinda dan Program Studi membuat Kebijakan yang terkait dengan hasil analisis SWOT dan Tracer Study untuk menetapkan Profil Lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi, dengan meminta masukan dari Asosiasi dan Stakeholders;
2) Tim Pengembang Kurikulum Program Studi mengolah Profil Lulusan menjadi Rumusan CP sesuai dengan Level-nya masing-masing, berdasar deskripsi KKNI dan Standar BNSP;

	7. Referensi SKL 

	SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
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